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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 

teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 

dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. (1 Timotius 4:12) 

2. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23) 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

➢ Tuhan Yesus Kristus; 

➢ alm. Bapak dan Mama; 

➢ Kedua abangku, Kakak dan Adik penulis yang selalu mendukung penulis; 

➢ Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata; 

➢ Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata. 
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PRAKATA 

 Pertama-tama Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus 

Kristus karena berkat dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

hukum ini yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN 

NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

SEMARANG) dengan baik. 

 Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengembalian 

kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian 

keuangan negara, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan 

kerugian keuangan negara. 

 Metode Penelitian yang Penulis gunakan ialah metode kualitatif dengan 

melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis. 

 Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 Penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan penulis dalam 

kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian 
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penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu 

Penulis ingin menyampaikan ucapan trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; 

2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta Dosen 

Wali Penulis; 

3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang 

selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis dalam 

menyusun skripsi ini hingga selesai; 

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang telah memberikan ilmunya untuk penulis; 

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata: Mbak Indra, Mbak Mega, Pak Bowo, Pak Yatiman, Pak Bus; 

6. Semua teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum dan Komunikasi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berdinamika selama ini; 

7. Kakak angkatan Koh Prince, Kak Adi, Kak Silvidan, yang telah membantu dan 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

8. Teman-teman Kepengurusan UKM Soegijapranata Echo Life Universitas 

Katolik Soegijapranata periode 2016-2017 yang telah mendukung penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 
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ABSTRAK 

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang pada saat ini masuk kedalam kejahatan 

yang luar biasa (extraordinary crimes). Korupsi pada umumnya dilakukan oleh 

orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik 

kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. 

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul 

penulisan yang penulis angkat, antara lain apakah pengembalian kerugian keuangan 

negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, 

kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan 

yang terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian 

keuangan negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian 

keuangan negara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, Putusan 

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, dan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah 

pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. 

Dari hasil penelitian ini kemudian dapat diketahui bahwa pengembalian kerugian 

keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menjadi hal yang 

meringankan bagi terdakwa. Akan tetapi, pengembalian kerugian keuangan negara 

tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan bagi terdakwa apabila terdakwa 

melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada saat 

negara berada dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim 

dipengaruhi beberapa faktor. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembalian kerugian keuangan 

negara pada prinsipnya dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana. 

Kemudian bahwa tindakan mengembalikan kerugian keuangan yang dilakukan 

terdakwa dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa. Dan dalam 

menjatuhkan pidana hakim dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari 

majelis hakim yang menangani kasus tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari 

masyarakat serta undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, 

Sanksi Pidana 
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